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WALIK (A MAGELANG

) Al
NI(I;:(A)’SJRAN W‘A'LIK(YI'A MAGELANG
| TAHUN 2012

TENTANG

- Jﬁm 't,gm:muum/m DAN PEMANFANTAN
TAN RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E9A

WALIKOTA MAGELANG,

i  bahwa
Menimbang untuk melaksa t
(3) Peraturan [ nakan ketentuan Pasal 33 ays

Mol Dacrah Nomor 19 Tahun 2011 tentang

P, goistan Tetens, ey mentapan

Petmniaal ah ﬂla'u:ntapg Tata Cara Pemberian dan

’ aatan Insentif Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-dacrah Kota Kecil dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Barat;

U"daQS-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pcmcnn}ahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang d
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

" tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
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e

Lorauran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

| ey 15 :m Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Daerah Lontnn Pajak Dasrsh dan e

b 2gltg1barm Negara Republik Indonesia

osun Nomor 119, Tambahan Lembaran

’ b Republik Indonesia Nomor 5161);

. 2'&)';“::" Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun

K“em"‘“ﬂs Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Lo ngan Dl:emennuhan Daerah Kota Magelang

Nmb“;"); erah Kota Magelang Tahun 2008

gcol(';lsturan Daerah kota Magelang Nomor 5 Tahun

e lgntang Susunan, Kedudukan dan Tugas

A Tganisasi Lembaga Teknis Dacrah, Badan

A yanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi

among Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 5);

9. ;gurm Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Dacrah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun

2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

{
, Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
& PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.

Kantor adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan

pemungutan Retribusi lzin Gangguan.

7. Instansi pelaksana pemungut retribusi adalah dinas/badan/lembaga
teknis yang tugas pokok fungsinya melaksanakan pemungutan
retribusi.
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tan ada]
pemungu alah g,
enghimpunan data g}y; U rangkaia . ‘
tribusi yang terutap, ek dan. Subjek re o kggmmn mulai  dari
re gy 8 sam ¢ tribusi, penent
wajib retribusi besertg peno o Kegiatan L PIRIen besarvyn

A pen Penagi i
getribusi  Daerah ggﬂ::liaap P YCtoram:s;.:an retribusi kepada
mungutan daerah gej,, ai aNjutnyg discbt

g Retribusi  adalah
izin tertentu yang khugyg 4 mb.ayaran atas jasa atau pemberian
emerintah dacrah untyy, o, tediakan dan /atay giberikan. oleh
o,lnsentif Pemunguta rikan oie

. In an or, y A
. n ‘ ang prib,
Insentif adalah tam Retribugj Daerah 8 pribadi atau badan.

Mbahan .0 Yang selanjutnya disebut
penghargaan atas kinerja tencpcnghas'la" yang diberikan sebagai
Retribusi Daerah, Ot dalam melaksanakan pemungutan

Pasal 2
1) pPemberian dan Pémanfag "
kepatutan, kewajaraan ¢ an Insentif dilaksanaan berdasarkan asas

; an rasional; : :
beban kerja dan tapn . onalitas disesuaikan dengan besarnya
objektif Daerah. B8UNg jawab serts karakteristik dan kondisi

7) Pemberian insentif sebagaj i
( untuk meningkatkan : almana dimakgyq pada ayat (1) dimaksudkan
a. kinerja instansi;
b. semangat kerja bagi pej i3 :
c. pendapatan Daerah;I:i.eju"ibat 8lau pegawai viaas
d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
, Penerima insentif
I

Pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan pegawai Kantor selaku intansi pelaksana pemungut
Retribusi di Daerah sesuai dengan beban kerja dan tanggung
jawab masing-masing;

b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan Daerah; dan

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
Daerah.

. (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris
E Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢
dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai

remunerasi di Daerah.
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Pasal 4

stansi pelaksana pemupg,
() fencapai kinerja tertenty, Uribusi dapat diberi 1nsentif apubila

? enyampaian target ksud pada ayat (1) adalah

tribusi yang ditetapkan dalam

n Target penerimaan Retribyg
a. sampai dengan trijwy)

Per triwulan ditetapkan sebagai berikut :
p. sampai dengan triwy]

::lll ::2:‘36? ‘115% (lima belas persen);

: : Sar 40% (empat puluh persen);

¢, sampai dengan triwy| 1pat puluh persen);
s an 1l sebegar 759, (lima puluh lima persen);

d. sampai dengan triwulan |y sebesar 100% (seratus persen),
mberian Insentif dj ; :

(2 EZrikumya. dibayar setiap triwulan pada awal  triwulan

Pasal 6

(1) Apabila pada akhir triwulan |

‘ 2 \ realisasi mencapai 15% (lima belas
| persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal lr‘;wulﬂn ?l.(
|

(2) Apabila pada akhir triwulan | realisa

i k i 15% (li .
persen), Insentif tidak diberikan oy 81 kurang dari 15% (lima belas

awal triwulan 11,

(3) Apabila pada akhir triwulan | realisasi mencapai 40% (empat puluh

persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan | yang belum
dibayarkan dan triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh

persen), Insentif untuk triwulan Il belum dibayarkan pada awal
triwulan I11.

TR T T S

(5) Apabila pada akhir triwulan IIl realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh
; lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan 1V,

(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh
lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV

i7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencpai 100% (seratus
persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum
dibayarkan.

(8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (scratus
persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif
diberikan untuk triwulan 1l dan triwulan sebelumnya yang belum
dibayarkan.
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am hal target kinerja :
o g?\lyulan tersebut dibgy:r\gtr‘: LT’“‘“" tidak tercapai, Insentif untuk
relah mencapai target kjneq'a tﬁWul:n a;:zlg g:t\:'ﬁiar; berikutnya yang
; ukan.
l palam hal .target kinerja pada g
(2 rercapai, tidak membatalkap, I

khir tahup anggaran penerimaan tidak
griwulan sebelumnya,

nsentif yang sudah dibayarkan untuk

Bagian Keduya
Sumber Insentif
Pasal 8

sentif bersumber darj penda oL .
lpneraturan perundamg-undamgar;:.atan Retribusi sesuai dengan ketentuan

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

1 Pasal 9

| (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5%
{ penerimaan Retribusi dalam tah
jenis Retribusi.

(lima persen) dari rencana
un anggaran berkenaan untuk tiap

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 10

’ (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf 3, h}lruf.b, dan huruf ¢ untuk setiap bulannya dengan

ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat.

(2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami,
tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau
tunjangan beras.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus
disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 11

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
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Iy
PENGANGOARAN, Pt Ay 1

AAN AN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

, Kantor e
Kepala YUsuUn e
ot ; : an —y srlans
getentuan sebagaimany Dimaky ::s.lu’f:'ull»f:: | .:'W e wdssatin
' 1 y
) nEgaran © Insent; » ~
:iic:(ﬁ:m":‘x?kkun ke dt:lfumm.::‘]““lm""" dimakeud pada ayat (1)
b Hay | . ,
perdasarkan jenis belap i ek langsung yang diraikan

. . 2 pegawai, ohie oy, :
Retribusi serta rincian objelk 'll‘:clarl'i,ﬂ“:?){-"’tl::ilsui"“ ARG P

(2)

Pasal 13

palam hal target Penerimaan Retribys pi
lcrt‘aP‘:" huL:‘r:uall':;:;:r':::“}"- ll:‘-'mhuyumn Insentif belum dapat dilakukan

' padﬂ d,m ang (hprjklk(r “haan, pemberian Insentf diberikan pada
tahun  angg; TTKUInyy yang pclakh;mu;nmya sesual dengan
ketentuan perundang-undangap,

idda akhir tahun anggaran telah

Pasal 14

Pertanggungjawaban  pemberian  Ingenif

dilakukan  sesuai  denpan
ketentuan peraturan pcrundang-undangun,

BAB Iv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota
Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Dpcypny,, 2012

WALIKOTA MAGELANG,

Diundangkan di Magelang M

RN N3 P e SIGIT WIDYONINDITO
SEKRETARIS DAERAHYOTA MAGELANG.

Nej g 3.. . ; "i‘ j
: BUGIHARTO
LR ey g R E R UN 2012 NOMOR 67
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAH
:%R:TA.MH TN MABELIPE. = _
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